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BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan kesimpulanya
sebagai berikut:

Perlindungan hukum pada kasus Kemat dan kawan-kawan dapat
dilakukan dengan pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi. Peninjauan
Kembali (PK) yang dilakukan pihak Kemat dan kawan-kawan, tali kasih yang
diberikan pihak Polda Jatim, sampai penindakan dan pemberian hukuman
pada penyidik-penyidik yang melakukan kesalahan dalam proses penyidikan
Kemat dan kawan-kawan bukan merupakan perlindungan hukum seperti yang
dimaicsudkan. Sehingga pada kasus Kemat dan kawan-kawan belum dilakukan
perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku oleh pihak-

pihak yang terkait.

Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut:
1. Agar tidak terjadi korban peradilan atau korban salah tangkap, paradigma
dalam mencari pengakuan terhadap tersangka dirubah, yaitu tidak dengan

kekerasan, serta penyidik Polisi, Jaksa atau Hakim hendaknya melakukan
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cross check apabila dalam pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan
ditemui adanya kejanggalan.

. Apabila terbukti telah terjadi salah tangkap, Hakim dan Jaksa harus berani
melakukan terobosan untuk menghentikan persidangan, sehingga keadilan
bagi korban salah tangkap dan peradilan sesat dapat segera dipulihkan.
Sudah waktunya para penegak hukum keluar dari lingkup paham
positivisme dengan paradigma baru yang lebih berorientasi keadilan

masyarakat.
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Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah
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Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

¥

RONY SETYAWAN.

ﬁ.lj

Nomor Mahasiswa : 8796/H.

Fakultas : Hukum.

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Angkatan tahun : 2004.

=3

) :+l -,

-
=

o+,

0

/
7
7

w
m
L%

i

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal /
21 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2008 untuk
menyusun skripsi yang berjudul:

”» PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERADILAN DI INDONESIA «
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Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya. L
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NIP. 040046349.
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